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PENGARUH RASIO  KEUANGAN TERHADAP ALOKASI  

BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA 

DI PROVINSI JAWA TENGAH 

 
ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan 

rasio ketergantungan daerah terhadap alokasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Departemen Keuangan yang berupa laporan keuangan 

pemerintah daerah tahun 2012-2014 yang disusun berdasarkan PP No. 24 

tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah 

dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan 

rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 

 

Kata kunci : alokasi belanja modal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio   

kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the effect between 

variables, namely the ratio of regional independence, effectiveness ratio, 

efficiency ratio and the ratio of regional dependence on the allocation of 

capital expenditure in the district / city in Central Java Province in 2012-

2014. 

This research uses quantitative descriptive research type. The data 

used in this study is secondary data obtained from the Ministry of Finance in 

the form of local government financial statements of 2012-2014, prepared 

under the PP. 24 of 2004 on Governmental Accounting Standards. 

The results of this study indicate that the ratio of regional 

independence and efficiency ratio affect the allocation of capital expenditure, 

while the ratio of effectiveness and the ratio of regional dependence does not 

affect the allocation of capital expenditure. 

 

Keywords: capital expenditure allocation,effectiveness ratio, efficiency ratio, 

regional dependency ratio, regional independence ratio. 
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1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi landasan utama 

dalam mendukung  penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan 

sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, 

Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas 

antarsusunan pemerintahan. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk 

mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan 

kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana 

maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaann daerah (Arsa dan 

Setaiawan, 2015). 

Menurut Halim (2009) didalam pelaksanaan otonomi daerah, salah 

satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam 

mengatur rumah tangganya adalah self supporting di dalam bidang keuangan. 

Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan 

sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 

memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Oleh karena itu, 

diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka 

mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.  

Menurut Sularso dan Restianto (2011) rasio ketergantungan dihitung 

dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan 

daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah 

terhadap pemerintah pusat/provinsi. Rasio efektivitas PAD menggambarkan 

kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli 

daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

(Halim, 2007). 

Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan 

input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output 
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tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan 

dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Rondonuwu dkk, 

2015). Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan 

kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Arsa dan 

Setiawan, 2015).  

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP Nomor 58 

tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah). 

Menurut  Mardiasmo (2002) kewenangan yang selama ini diberikan 

kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, 

penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. 

Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.  

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang 

mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian 

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran 

komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik 

(Kuncoro, 2004).Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian mengenai “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP 

ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI 

PROVINSI JAWA TENGAH”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

mengenai pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2008) penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dimana 

penelitian akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang 

tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun 

waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. 

2.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota yang 

ada di Provinsi Jawa Tengah. Metode penentuan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penyampelan bila 

seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh  kabupaten dan kota dalam kurun 

waktu selama 3 tahun dari tahun 2012-2014. 

2.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

Departemen Keuangan yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah 

tahun 2012-2014. www.depkeu.kemenkeu.go.id. 

2.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.4.1. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2012:4) variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah  alokasi belanja modal dari tahun 2012-

2014. 

Menurut Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk 

mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, 

infrastruktur dan harta tetap lainnya.  

Formula dari alokasi belanja modal  menurut Hidayat (2013) dan 

Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu: 

http://www.depkeu.kemenkeu.go.id/
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2.5. Variabel Independen 

2.5.1. Rasio Kemandirian Daerah 

Menurut Arsa dan Setiawina (2015) rasio kemandirian keuangan 

daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.  

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah 

pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.  

Formula dari rasio kemandirian daerah  menurut Mahmudi 

(2011:170) dan Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu: 

 

2.5.2. Rasio Efektivitas 

Menurut Rondonuwu (2015) Efektivitas adalah tingkat pencapaian 

hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas 

merupakan perbandingan outcome dengan output. Rasio efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai 

minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, 

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi (Wahyuni, 2007).   

Formula dari rasio efektifitas daerah  menurut Pramono (2014: 23) 

dan Halim (2002) terdapat kesamaan yaitu: 
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2.5.3. Rasio Efisiensi 

Menurut Rondonuwu dkk (2015) efisiensi adalah pencapaian output 

yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk 

mencapai output tertentu. Deddy dan Ayuningtyas (2010) mengemukakan 

bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi 

cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat 

efisiensinya. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara output dan 

input (Halim, 2007). 

Formula dari rasio efisiensi  daerah  menurut Wiratna (2015) dan 

Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu: 

 

2.5.4. Rasio Ketergantungan Daerah 

Menurut Haryadi (2002) tingkat ketergantungan adalah tingkat untuk 

mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerahnya. Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan 

jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi 

rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah pada pemerintah 

pusat/provinsi (Sularso dan Restianto, 2011).  

Formula dari rasio ketergantungan  daerah  menurut Arsa (2015) dan 

Halim (2007) terdapat kesamaan yaitu: 

 

2.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai 

alat untuk menguji data. Metode analisis data menggunakan statistik 

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

Dikarenakan variabel independennya lebih dari satu, maka pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear 

Berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara 
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variabel independen dengen variabel dependen. Adapun persamaan regresi 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

BM=a + b1RKD + b3REV + b4EFS + b2RKGD + e 

keterangan: 

 BM  = belanja modal 

 a  = bilangan konstanta 

 b  = koefisien regresi  

 RKD  = rasio kemandirian daerah 

 REV = rasio efektivitas 

 REF = rasio efisiensi  

 RKGD = rasio ketergantungan daerah 

 e  = error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengujian Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,337 

sehingga semua variabel diketahui lebih besar dari α (p>0,05), maka dapat 

dinyatakan data residual berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas 

menunjukan  bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance 

lebih dari 0,1 (10%) dan hasil perhitungan juga menunjukan bahwa semua 

variabel bebas memiliki VIF kurang dari 10, artinya tidak ada kolerasi antar 

variabel independen. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas 

dalam model regresi yang digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas 

menunjukkan p-value kurang dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini. Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,647, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

mengalami masalah autokorelasi karena nilai d berada diantara antara -2 

sampai dengan 2. 
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3.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

3.2.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Alokasi Belanja 

Modal 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio kemandirian daerah 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai 

thitung untuk variabel Rasio kemandirian sebesar 2,279 lebih besar dari ttabel 

1,984dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, apabila tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 

eksternal pemerintah pusat dan provinsi rendah, maka kemandirian suatu 

daerah akan semakin semakin tinggi. Akan tetapi apabila kemandirian suatu 

daerah turun, maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan 

semakin tunggi. Dapat diindikasikan bahwa apabila pendapatan asli daerah 

tinggi maka alokasi belanja modal dapat terealisasi dengan lancar. 

3.2.2. Pengaruh Rasio  Efektivitas Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio efektivitas tidak  

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai 

thitung untuk variabel Rasio evektifitas sebesar 1,304 lebih kecil dari ttabel 1,984 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,195 lebih besar dari 0,05. Kondisi ini 

terjadi disebabkan oleh pemerintah daerah tidak dapat merealisasikan 

pendapatan asli daerah yang direncanakan sesuai dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah itu sendiri. Akibatnya tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan sehingga pengalokasian 

belanja  modal  tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat 

pembangunan dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik.  

3.2.3. Pengaruh Rasio  Efisiensi Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio efisiensi berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal, yang dibuktikan dengan nilai thitung untuk 

variabel Rasio efisiensi sebesar 2,992 lebih besar dari ttabel 1,984 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Efisisensi berpengaruh 

positif terhadap alokasi belanja modal yang artinya suatu daerah dikatakan 

efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Suatu 
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kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan 

tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah 

atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, jika nilai efisiensi 

tinggi maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi. 

3.2.4. Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah Terhadap Alokasi 

Belanja Modal 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Rasio ketergantungan  tidak  

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal,  yang dibuktikan dengan nilai 

thitung untuk variabel Rasio evektifitas sebesar 0,657 lebih kecil dari ttabel 1,984 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,513lebih besar dari 0,05. Kondisi ini 

berarti pemerintah daerah tidak mampu dalam mengoptimalkan pendapatan 

asli daerahnya, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada perintah 

pusat akan tetap tinggi dan alokasi belanja modal tidak dapat didisribusikan 

secara normal. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah dan rasio 

efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio 

efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 

4.3. Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu 

terdapat beberapa saran yang perlu dikemukan agar penelitian selanjutnya 

dapat memperbaikinya agar lebih baik lagi, antara lain: (1) Penelitian 

selanjutnya dapat menambah dan memperpanjang periode waktu penelitian. 

(2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel inidkator kinerja 

lainnya yang belum pernah diteliti sebelumnya. (3) Metode pengumpulan 

data perlu ditambahkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap yaitu 

bisa dilakukan konfirmasi yang lebih mendalam dengan cara wawancara agar 

data yang dihasilkan dapat lebih valid. 
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